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Abstrak: 
Kekerasan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik 
langsung maupun tidak langsung kepada orang lain. Sedangkan kekerasan dalam rumah 
tangga dikategorikan sebagai perilaku kriminal yang berdampak negatif pada korbannya; 
Dampak buruk ini mungkin bersifat fisik, mental, atau psikologis. Karena dampak buruk yang 
ditimbulkan oleh Undang-Undang tersebut dan banyaknya kasus yang sering terjadi, maka 
telah dikembangkan Undang-undang yang dapat mengatur pemberantasan masalah ini  
Kajian pelnullisan ini me lnggulnakan stuldi litelratulr. Meltodologi pelnellitian melnggulnakan 
pelndelkatan yulridis normatif kare lna pelnelliti belrkomitmeln ulntulk melmbahas pelratulran 
pelrulndang-ulndangan dan pelndelkatan yang dilaku lkan adalah pelndelkatan kulalitatif delngan 
cara melngulmpullkan informasi dari buku dan jurnal. Kelkelrasan dalam rulmah tangga (KDRT) 
melrulpakan hal yang selring telrjadi dalam ke lhidulpan sosial yang mana ke lkelrasan ini belrsifat 
ulnivelrsal karelna dapat telrjadi dalam selbulah rulmah tangga tanpa pelmbeldaan buldaya, agama, 
sulkul bangsa, dan ulmulr pellakul maulpuln korbannya. Kare lna itul, ia dapat telrjadi dalam ru lmah 
tangga kellularga seldelrhana,miskin dan te lrbellakang maulpuln rulmah tangga ke llularga kaya, 
telrdidik, telrkelnal,dan telrpandang. Artinya disini ke lkelrasan mulncull diakibatkan dari pribadi 
individul masing-masing tanpa belrpikir selhat dan tingkat elgoismel yang tinggi, ulndang-
ulndang pidana KDRT me lngatulr cara lain   hulkulman belrasal di kitab u lndang-ulndang hulkulm 
pidana yang tidak hanya me lngatulr pidana pelnjara dan   hu lkulman, yakni bisa be lrulpa kelrja 
sosial dan   program pemulihan keadilan yg dibe lrlakulkan telrhadap seseorang yang sudah 
melakukan perbuatan jahat l. Hal ini dimaksu ldkan agar pellakul tidak mellakulkan yang tercela 
telrselbult. 
 
Kata Kunci: Kekerasan, Pelaku, Korban, Keadilan 
 
Abstract: 
Violence is an act that causes pain or suffering, either directly or indirectly, to another person. 
Meanwhile, domestic violence is categorized as criminal behavior that has a negative impact 
on the victim; These adverse impacts may be physical, mental or psychological. Due to the 
negative impacts caused by this law and the large number of cases that frequently occur, a law 
has been developed that can regulate the eradication of this problem. 
This written study carried out a literary study. The research methodology implements a 
normative legal approach because research is not committed to discussing the implementation 
of regulations and the implementation carried out is a qualitative approach by collecting 
information from books and journals. Domestic violence (KDRT) is something that often 
occurs in social violence, where this violence is universal in nature because it can occur within 
a household without the division of culture, religion, national culture, and the nature of the 
perpetrators and the victims. Because of this, it can occur in households of ordinary, poor and 
remote families as well as households of rich, educated, well-known and prominent families. 
This means that here violence emerges as a result of each individual's personality without 
thinking in a healthy manner and a high level of egoism, the domestic violence criminal law 
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regulates other ways of racial justice in the criminal law law book which not only regulates 
prison sentences and criminal law, that is, it can result in criminal wrongdoing. social and 
justice restoration programs implemented against someone who has committed an evil act. This 
is intended so that perpetrators do not carry out things that are completely despicable. 
 

Keywords: Violence Domestic, Perpetrators, Victims, Justice. 

 

PENDAHULUAN 

Keadilan memang sangat banyak preferansi diberbagai literaur yang ada, 

namun keadilan yang akan ditegaskan pada tulisan ini lebih condong kearah 

Keadilan religius bisa diartikan sebagai “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.1 Setiap agama tentunya memiliki konsep keadilan berdasarkan kitab 

sucinya, pedoman bagaimana supaya bisa mencapai keadilan yang sesuai dengan 

kitab suci agamanya tentulah sudah banyak sekali yang diketahui oleh pemeluknya. 

Hanya saja dalam pengimplementasiannya itu sungguh jauh dari harapan yang 

sudah dipelajari. 

Perkawinan yang didefinisikan sebagai penyatuan yang sah dilakukan oleh 

sepasang suami dan isteri diakui oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah dan 

menyangkut urusan perdata yang menimbulkan hak dan tanggung jawab tertentu di 

antara suami isteri.2 Setiap pasangan ingin mencapai keseimbangan antara hak dan 

kewajiban mereka sambil hidup harmonis. Sayangnya, beberapa hak dan kewajiban 

tidak selalu setara, sehingga dapat mengakibatkan ketidakharnonisan rumah tangga 

yang kemudian diikuti dengan kekerasan.3 

Kekerasan diartikan sebagai hasil interaksi antar manusia, baik hubungan satu 

lawan satu maupun hubungan kelompok, Dimana orang yang mengalami kekerasan 

 
1 Anwar , R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. “Perspective Of Religious Justice 

in the Formulation of Penal Reform”. Cepalo 5 (1):53-64. Hlm. 61, 
https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240. 

2 Diyan Putri Ayu, Maqashid Syari'ah Tinjauan Akibat Perkosaan dalam Pernikahan dalam 
UU No. 1 23 Tahun 2014 dan RUKHP, Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial, Vol. 1. No. 2. 2019, hlm. 
51. 

3 Profesor. PhD. M. Yahya Harahap, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009, hlm. 35. 
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berada dalam siksaan dan kesedihan atas sesuatu yang menimbulkan kerugian, 

kepada orang lain secara fisik dan mental.4 

Di era teknologi, kesetaraan gender mulai diperhatikan, didasarkan pada 

premis fundamental bahwa hak laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan 

sosial. Tetapi beda hal nya jika laki-laki dan perempuan itu sepasang suami istri 

dalam menjalankan bahtera rumah tangga. suami merupakan kepala rumah tangga 

sebagai pemimpin/pengendali, sementara anggota keluarga adalah isteri, anak dan 

kerabat jika mereka tinggal di dalam satu rumah mereka harus patuh terhadap kepala 

keluarga tersebut. akan tetapi bukan berarti suami sebagai kepala rumah tangga ia 

berbuat semena-mena kepada istri dan anaknya, agar rumah tangga yang dibina 

tersebut dapat berserta peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan. Maka dari itu pentingnya keseimbangan gender dalam kehidupan tidak 

pandang gen baik laki-laki maupun Perempuan berhak mendapatkan hak yang sama. 

Tetapi dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, Meskipun adanya kesetaraan 

gender, Perempuan juga tidak bisa belaku semena-mena terhadap suami dan sudah 

semestinya patuh dan menghargai suami.5 

Sebab, seiring berkembangnya zaman dan majunya ilmu pengetahuan, nilai-

nilai budaya yang berkaitan dengan peran atau pembagian kerja, tanggung jawab, 

dan gambaran standar laki-laki dan perempuan pada masa itu dianggap wajar dan 

sah. Dengan berkembangnya teknologi informasi, masyarakat khususnya kaum 

feminis mulai fokus pada fenomena sosial yang berkaitan dengan isu gender.6 

Rumah yang sering terjadi kekerasan adalah tempat dimana kehidupan 

penghuninya terdiri dari berbagai identitas, seperti suami istri, orang tua, anak, orang 

yang memiliki hubungan darah, orang yang memberikan pertolongan dalam 

kehidupan berkeluarga, dan orang lain yang tinggal di sana. dan orang-orang yang 

masih tinggal atau pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Sedangkan 

ruang lingkup keluarga diatur dalam Bab 1 UU 23/2004 tentang Penghapusan 

 
4 Susi Delmiati, Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT, vol. 17. 

14 Januari 2016, hlm. 3221–3255. 
5 Ni Luh Arjan, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global, Vol. 1. No. 

2 Agustus 2008, Jurnal Ekonomi dan Masyarakat, hlm. 1. 
6 Nur Aini Ismail, Teori Gender dan Transformasi Sosial, 2010, hlm. 48. 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, 

istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, 

pengasuhan, pengasuhan, perwalian terhadap suami, istri, anak, dan orang-orang 

yang berada dalam rumah tangga, dan/atau seseorang yang membantu tugas-tugas 

rumah tangga keluarga dan tinggal di keluarga.7 

Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga yang terdiri dari 

anggota keluarga lain seperti mertua, mertua, dan kerabat berdasarkan hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pasangan juga merupakan hal yang 

lumrah di masyarakat. Di luar itu, kehidupan rumah tangga di perkotaan modern 

seringkali diramaikan dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. 

Penolong dapat berasal dari kerabat atau anggota keluarga dari pasangan tersebut, 

atau orang luar.8 

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya 

melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia, namun juga 

merupakan suatu bentuk diskriminasi. Segala tindakan kekerasan apa pun besarnya 

atau motifnya, dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk 

melaporkan setiap kejadian kekerasan, sekecil apa pun, sebagai tindakan kriminal. 

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk penganiayaan, seperti 

fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, yang ditujukan kepada individu, 

khususnya perempuan, dalam rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, 

pemaksaan, dan perampasan kebebasan yang melanggar hukum.9 

Istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 

lazim disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah 

tangga sebenarnya tidak hanya menyangkut hubungan antara sulami dan istri dalam 

 
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1-2.  
8Muhammad Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, edisi ke-2, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan Nasional. Pers Universitas Terbuka, 2007. 
. 
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(UU PKDRT). 
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ke llularga, namuln julga me lncakulp ke lke lrasan yang te lrjadi antar pihak lain dalam 

ke llularga.10 

CATAHUl (Laporan Tahulnan) Komnas Pe lre lmpulan me lrulpakan satul-satulnya 

dokulme ln pellaporan be lrkala di Indonelsia yang se ltiap tahulnnya me lngulmpullkan data 

me lnge lnai kasuls-kasuls ke lke lrasan be lrbasis ge lnde lr (KBG) telrhadap pe lrelmpulan di 

tingkat nasional. Data te lrse lbult dihimpuln dari data kasuls ke lke lrasan telrhadap 

pe lrelmpulan yang dilaporkan ke l Komisi Nasional Anti Ke lke lrasan telrhadap 

Pe lrelmpulan (Komnas Pe lrelmpulan), layanan korban ke lke lrasan telrhadap pelrelmpulan, 

dan le lmbaga pe lne lgak hulkulm.11 Komnas Pe lre lmpulan te llah belrulpaya me lnye ldiakan 

dokulme ln pellaporan ini se ljak tahuln 2001, namuln julmlah le lmbaga layanan masih 

sangat te lrbatas. CATAHUl Komnas Pe lre lmpulan tidak hanya me lnjadi dokulme ln 

ruljulkan naik tu lrulnnya ke lke lrasan te lrhadap pe lrelmpulan, namuln julga pe lnge lmbangan 

pe lnge ltahulan melnge lnai KBG te lrhadap Pe lre lmpulan, U lpaya pe lnanganan bagi korban 

gulna me lme lnulhi hak-haknya atas ke lbe lnaran, keladilan, dan pe lmullihan.12 

Komisi Nasional Anti Ke lke lrasan Te lrhadap Pe lrelmpulan (Catahul) me lncatat 

457.895 kasuls ke lke lrasan te lrhadap pelre lmpulan di Indonelsia pada tahuln 2023. Dalam 

pe lndataan ini, data laporan kelke lrasan telrhadap pelrelmpulan di se lktor nelgara 

me lningkat signifikan dibandingkan tahuln se lbe llulmnya. Pe lngadulan ke l Komnas 

Pe lrelmpulan julstrul me lningkat me lnjadi 4.371. Pada tahuln 2022, Komnas Pe lrelmpulan 

rata-rata melne lrima 17 pe lngadulan pe lr hari. Pe lningkatan kasuls ke lke lrasan telrhadap 

pe lrelmpulan di ne lgara bagian te lrse lbult te llah me lncapai 80 pe lrse ln ataul 68 kasuls, hampir 

dula kali lipat dibandingkan tahuln se lbe llulmnya.13 

Korban ke lke lrasan dalam rulmah tangga tidak hanya me lnimpa istri saja, namuln 

bisa julga me lnimpa anak-anak. Se llama ini ke lke lrasan te lrjadi karelna kulrangnya 

komulnikasi dan komitme ln dalam ke llularga dalam me lnghadapi 

 
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT). 
11 Laporan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), Komisi Nasional Antri Kekerasan 

Terhadap Perempuan, hlm. 1-2. 
12 Ibid. 
13 Lembar Fakta Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Tahun 2023. 
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dinamika/pe lrmasalahan ke lhidulpan. CATAHUl Komnas Pe lre lmpulan dilulnculrkan 

se ljak tahuln 2001.14 

Kelke lrasan dalam rulmah tangga dapat belrbe lntulk ke lke lrasan fisik, ke lke lrasan 

se lksulal, ke lke lrasan ve lrbal, se lrta pe lnellantaran rulmah tangga, bahkan dapat 

me lnimbullkan akibat yang sangat be lrbahaya bagi psikis/me lntal istri dan anak 

telrse lbult dan melnjadi salah satul faktor ultama yang haruls dipe lrhatikan agar 

me lminimalisir te lrjadinya pe lrcelraian.15 

 

Metode Penelitian 

Kajian pe lnullisan ini me lnggulnakan stuldi lite lratulr. Meltodologi pe lne llitian 

me lnggulnakan pe lnde lkatan yulridis normatif karelna pe lne lliti be lrkomitme ln ulntulk 

me lmbahas pe lratulran pe lrulndang-ulndangan dan pelnde lkatan yang dilakulkan adalah 

pe lndelkatan kulalitatif de lngan cara me lngulmpullkan informasi dari buku dan jurnal. 

Lalul me lngajulkan pe lrtanyaan-pelrtanyaan yang re lle lvan ke lmuldian melngaitkannya 

delngan te lori dan prinsip yang digulnakan. Ke lmuldian be lrdasarkan data yang didapat 

dilakulkan analisis kulalitatif me lnge lnai asas kore lktif, re lhabilitative l dan relstorativel. 

U lntulk me lncapai ke ladilan yang be lrdasarkan hak asasi manulsia yang me lnjadi salah 

satul modell pe lnanganan pe lrkara pidana.16 

 

Pembahasan 

1. Konsep Perkawinan 

KUlH Pe lrdata tidak se lcara jellas me lndelfinisikan pe lrkawinan, misalnya 

Pasal 26 me lngatulr pe lrkawinan hanya se lbatas hulbulngan pe lrdata, dan Pasal 27 

me lngatulr pelrkawinan me lnganult asas monogami. Pasal 103 me lngatulr bahwa 

sulami istri haruls saling se ltia, saling me lmbantul, dan saling me lndulkulng.17 

Melnulrult Pasal 1 Ayat 2 Ulndang-U lndang Pe lrkawinan Nomor 1 Tahuln 1974 

yang dimaksuld delngan pe lrkawinan adalah: “Pe lrsatulan rohani dan jasmani 

 
14 Ibid 
15 Aria Nusa Putra. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Perspektif Hukum, Sosiologi, dan 

Psikologi, Pustaka Belajar, 2009. hlm. 10. 
16 Moeljatno, Metode Penelitian Hukum Normatif, Refika Aditama. 2017, hlm. 68. 
17. Yohanes Surya, Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 48-49. 
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antara selorang laki-laki dan se lorang pe lrelmpulan se lbagai sulami istri delngan 

tuljulan me lmbe lntulk sulatul ke llularga, ke llularga yang bahagia dan ke lkal.” 

Kelpe lrcayaan ke lpada Tulhan Yang Maha E lsa.18 

Alasan dimasulkkannya dasar ke lpe lrcayaan te lrhadap Ke ltulhanan Yang 

Maha E lsa be lrakar pada dasar ne lgara Indone lsia, yaitul Pancasila dan sila 

u ltamanya yang me lngakuli ke lbe lradaan Tulhan Yang Maha E lsa. Se lhingga 

pe lrkawinan tidak hanya me lmpulnyai ulnsulr jasmani te ltapi je llas bahwa 

pe lrnikahan sangat e lrat kaitannya de lngan masalah ke limanan dan spiritulalitas, 

se lrta aspe lk inte lrnal.  

Le lbih lanjult, se lsu lai de lngan Kompilasi Hulku lm Islam se lbagaimana 

te lrcantulm dalam pasal 2, pe lrkawinan dipandang se lbagai sulatul akad yang 

khidmat, sulatul pe lrjanjian yang me lngikat, yang me lne lkankan pada ke ltaatan 

te lrhadap pe lrintah Allah. 

Se ldangkan Me lnulrult Pasal 2, pe lrkawinan syariat adalah akad ataul 

ke ltaatan yang sangat kulat te lrhadap pe lrintah dan ibadah ke lpada Allah. Me lnulrult 

e ltimologi, para ahli me lnde lfinisikannya dalam konte lks hulbu lngan biologis. 

“Melnulrult Imam Syafi’i melnjellaskan, pelngelrtian nikah adalah akad yang 
melnjadikan hulbulngan selksulal antara selorang laki-laki dan selorang pelrelmpulan melnjadi 
sah, dan melnulrult pelngelrtian majazi (matopolik), pelrkawinan belrarti hulbulngan 
selksulal.”19 

Dari suldult pandang di atas, pe lnge lrtian pe lrkawinan dalam fikih Islam 

dapat me lmbe lrikan ke lsan bahwa pe lre lmpulan dipandang se lbagai obje lk 

ke lse lnangan laki-laki. Yang te lrlihat pada wanita hanyalah aspe lk fisiknya. Hal ini 

te lrlihat pada pe lnggulnaan kata-kata yang be lrnulansa se lksu lal se lpe lrti al-wat' ataul 

al-istimta'.20 

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

Pe lrkawinan adalah pe lrbulatan hulkulm yang me lngikat antara se lorang pria 

delngan se lorang wanita (sulami istri) yang me lngandulng nilai ibadah ke lpada Allah 

satul pihak dan di pihak lainnya me lngandulng aspe lk ke lpe lrdataan yang 

 
18 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU 16/2019. 
19 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 1-2. 
20 Asma Barlas, Feminisme dan Kajian Al-Qur'an, LKIS, hlm. 132. 
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me lnimbullkan hakdan ke lwajiban antara sulami dan istri. Hak ke lwajiban 

me lrulpakan hulbulngan timbal balik antara sulami delngan istrinya. Me lnge lnai hak 

dan ke lwajiban sulami istri diatulr dalam Pasal 30-34 U lndang-U lndang Pe lrkawinan 

dan julga diatulr dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hulkulm Islam (KHI). Be lrikult atulran 

yang te lrdapat dalam KHI pasal 77 dan 79: 

Hak anak juga perlu menjadi perhatian khusus terlebih jika orang tuanya 

mengalami perpisahan yang menyebabkan terbengkalainya seorang anak baik 

secara mental maupun moral, dalam berbagai aspek sudah semestinya dipenuh 

oleh kedua orang tua.21 Karena sebetulnya yang berpisah hanyalah orang tua 

sedangkan anak tidak bisa pisah secara mental dan moral, masalah yang ada pada 

kedua orang tua seyogyanya tidak bisa mengurangi perhatian khusus kepada 

anak baik secara mental maupun moral.  

Pe lngatulran hak dan ke lwajiban dalam ajaran Islam adalah pe lrwuljuldan dari 

nilai ke lmanulsiaan dan ke ladilan. Pe lrkawinan se lbagai pe lrjanjian istime lwa te llah 

me llahirkan hak danke lwajiban antara sulami istri. Sulami me lmpulnyai ke lwajiban 

yang haruls dipe lnulhi yang me lrulpakan hak bagi istrinya, se lbaliknya pada saat 

yang sama istri julga me lmpulnyai ke lwajiban yang haruls dipe lnulhi me lrulpakan hak 

bagi sulaminya. Islam te llah me lne ltapkan ke lte lntulan yang se limbang antara hak dan 

ke lwajiban, bulkan hanyadalam rulmah tangga, te ltapi julga dalam se ltiap 

pe lrmasalahan dan ke ltelntulan yang ada. Islam julga mampul me lngatulr hulkulm 

yangbe lrke lnaan de lngan ulmatnya pada pe lne lmpatan masalah se lcara adil, tidak 

ditambah ataul dikulrangi, kare lna se ltiap hamba me lmiliki hak dan ke lwajiban yang 

sama.22 

Dari pe lnje llasan diatas me lnge lnai hak se lrta kelwajiban sulami istri dalam 

ke lhidulpan be lrke llularga haruls ada ke lse limbangan dan timbal balik agar te lrjalin 

 
21 Saputra, A., Suhendra, D., & Pratama, I. (2023). Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya 

Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka 
Selatan. JYRS: Journal of Youth Research and Studies, 4(2), 221-241. Hlm. 230-234, 
https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i2.3797 

22 Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara 
2020. 
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dan telrjaga ke lharmonisasian dalam hidulp be lrulmah tangga se lrta melminimalisir 

telrjadinya tindak ke lke lrasan.23 

Dari pe lnje llasan di atas, KDRT dapat dikellompokkan ke l dalam lima 

be lntulk, yaitul:24
 l      

1) Kelke lrasan fisik, yakni dalam be lntulk pe lmulkullan de lngan tangan 
maulpuln belnda, pe lnganiayaan, pe lngulrulngan, pe lmbelrian be lban 
ke lrja yang be lrle lbihan, dan pe lmbelrian ancaman ke lke lrasan ke lpada 
sang korban.  

2) Kelke lrasan ve lrbal, yakni dalam be lntulk pe lrkataan yang kasar 
telrhadap korban kelke lrasan be lrulpa caci maki, me lluldahi, dan 
be lntulk pelnghinaan lain se lcara velrbal. 

3) Kelke lrasan psikologi atau l e lmosional yang be lrle lbihan me llipulti 
pe lmbatasan hak-hak individul dan be lrbagai macam belntulk 
tindakan se lpe lrti melne lror dan melnganggul korban tsb.  

4) Kelke lrasan e lkonomi julga bahkan te lrjadi yaitul me llaluli tindakan 
pe lmbatasn pe lnggulnaan ke lulangan yang be lrle lbihan dan pe lmaksaan 
ke lhe lndak ulntulk ke lpe lntingan-ke lpe lntingan e lkonomi, se lpe lrti 
me lmaksa ulntulk belke lrja dan se lbagainya. 

5) Se llanjultnya ada Ke lke lrasan se lksulal yang mana dalam be lntulk 
se lpe lrti pe lle lce lhan se lksulal, pe lmaksaan, hingga pe lrkosaan sampai 
me lrulsak dan me llulkai tulbulh korban 

Kelke lrasan rulmah tangga dalam be lntulk apapuln je llas te lrgolong tindak 

ke ljahatan yang me lnjadi se lbab pe llanggaran belrat telrhadap nilai-nilai ke lmanulsian 

se lrta hak asasi manulsia.  

Se lbagai se lbulah tindak ke ljahatan, KDRT julga me lrulpakan pe lrilaku l 

antisosial yang me lrulgikan se lorang anggota ataul se ljulmlah anggota dalam rulmah 

tanggadari se lgi fisik, ke ljiwaan maulpuln e lkonomi. Pe llakul ke lke lrasan ini harulslah 

me lndapatkan hulkulman ataul sanksi yang se ltimpal atas apa yang tellah 

dilakulkannya. Kasuls ke lke lrasan dalam rulmah tangga te lrmasulk kasuls pidana.  

Yang dapat me lnimbullkan akibat ke lrulgian fisik dan non-fisik se lrta traulma yang 

be lsar telrhadap korban yang dilarang ole lh ulndang-ulndang pidana.  

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 

 
23 Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara 
2020. 

24 Sri Meiyanti, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Kerja Sama 
Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999. 
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Sebanrnya banyak faktor bisa menjadikan penyebab terjadinya sebuah 

tindakan yang merugikan didalam proses menjalankan hukum, salah satunya 

bisa disebabkan oleh ketidakpatuhannya terhadap hukum, baik itu dari dalam 

(internal) maupun dari luar (eksternal).25 

Pe lnye lbab KDRT yang U lmulm Te lrjadi yaitul ce lmbulrul, ke lkulasaan yang tidak 

adil, ke lsalahan dalam me lnye lle lsaikan masalah, ke lcandulan, ganggulan me lntal. 

Tidak hanya itul, faktor-faktor telrjadinya ke lke lrasan te lrhadap pe lrelmpulan dalam 

rulmah tangga khulsulsnya yang dilakulkan ole lh sulami te lrhadap istri yaitul:26 

a. Adanya hu lbulngan ke lkulasaan dan hak yang tidak se limbang antara 
sulami dan istri. Adanya buldaya patriarki yang me lmbulat laki-laki atau l 
sulami me lmiliki tingkat ke lkulasan yang le lbih tinggi daripada istrinya, 
se lhingga tidak jarang dan tidak dipu lngkiri banyak pe lre lmpulan ataul 
istri me lnjadi telrabaikan dan dianggap relndah se lrta tidak pantas 
me llakulkan hal-hal te lrtelntul. 

b. Kelte lrgantulngan e lkonomi, Pe lndidikan dan buldaya patriarki su ldah 
me lnjadi bagian dalam hidulp masyarakat me lmbelrikan pandangan 
bahwa se lorang istri atau l pe lre lmpulan tidak bole lh le lbih daripada sulami, 
yang artinya me lmang se lharulsnya se lorang istri be lrgantulng pada 
sulaminya.  

c. Kelke lrasan dijadikan alat u lntulk me lnye lle lsaiakan konflik. Tidak dapat 
dipulngkiri te lrkadang malah ke lke lrasan lah yang dijadikan sarana 
ulntulk me lnye lle lsaikan sulatul pe lrmasalahan dalam ke lhidulpan rulmah 
tangga. Ke lke lrasan telrhadap istri te lrjadi biasanya dilatar be llakangi ole lh 
ke ltidak se lsulaian harapan de lngan ke lnyataan sulami. Ke lke lrasan 
dilakulkan de lngan tuljulan agar istri dapat me lmelnulhi harapannya tanpa 
me llakulkan pe lrlawanan kare lna ke ltidak be lrdayaannya yang julga haruls 
ditulntult melnjadi pe lnulrult dan digorelng harga dirinya. Hal yang 
se lmacam inilah yang me lnjadi tonggak ke lhanculran rulmah tangga. 

d. Pe lrsaingan, Pada dasarnya ke lhidulpan manulsia me lmang pe lnu lh 
pe lrsaingan dan tidak pe lrnah maul me lngalah, be lgitulpuln de lngan 
se lpasang sulami dan istri. Pe lrsaingan antara su lami dan istri telrjadi 
akibat ke ltidak se ltaraan antara keldulanya ulntulk saling me lme lnulhi 
ke linginan masing-masing, baik dalam pe lndidikan, pe lrgaullan, 
pe lngulasaan e lkonomi, ke ladaan lingku lngan ke lrja dan masyarakat 
dapat melnimbullkan pe lrsaingan yang dapat me lnimbullkan te lrjadinya 
KDRT. Kelinginan yang kulat, e lgo yang tinggi me lnjadi dasar pe lrsaingan 

 
25 Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum 

(Legal Obedience). Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam, 3(2), 63-81. Hlm. 78-79. 
https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169 

26 Rochmat, Wahab. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif. Unisia 
61, 2009, hlm. 247-56. 
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yang te lrjadi antara su lami istri yang masing-masing me llakulkan 
pe lmbelnaran dan tidak ada yang ingin me lngalah. Dalam ke lhidulpan 
be lrke llularga haruls ada istilah api dan air yang mana artinya haru ls ada 
yang me lre ldakan elmosi dan julga te lrkadang haru ls me lngalah agar 
masalah tidak be lrke lpanjangan. 

e. Frulstasi ataul stre ls, Ke lke lrasan julga dapat melnimbullkan ke lrulsakan 
me lntaln dan melmbulat korban strels akibat le llahnya psikis yang 
me lnimbullkan frulstasi. Frulstasi timbull akibat ke ltidak se lsulaian antara 
harapan dan kelnyataan yang dirasakan ole lh sulami ataul istri. Hal ini 
biasa te lrjadi pada pasangan yang bellulm melmpe lrsiapkan pe lrkawinan 
delngan matang, pe lrkawinan yang te lrjadi dibawah ulmulr, sulami bellu lm 
me lmiliki pe lke lrjaan dan pelnghasilan teltap yang melnculkulpi ke lbultulhan 
rulmah tangga, dan masih se lrba te lrbatas.  

Se lhingga dapat disimpullkan, dampak yang ditimbullkan ke lke lrasan dalam 

rulmah tangga ini dise lbabkan ole lh pe lristiwa traulmatis, bahkan de lpre lsi yang 

telrjadi dapat be lrke lmbang me lnye lbabkan bulnulh diri. Faktor risiko dari de lpre lsi 

pada pelre lmpulan akibat dampak KDRT be lrhulbulngan e lrat delngan ulsia, tingkat 

pe lndidikan, statuls sosial e lkonomi hingga lamanya ke lke lrasan ini te lrjadi. 

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, selain kemanfaatan dan 

kepastian. Dalam sistem hukum yang sempurna, undang-undang harus 

mencakup ketiga hal tersebut. Keadilan adalah tujuan utama, bahkan ada yang 

berpendapat bahwa tujuan utama hukum itu sendiri adalah keadilan.27 

4. Upaya Menegakkan Keadilan Sesuai Dengan Asas Korektif, Rehabilitatif, dan 

Restorative 

1) Asas Korektif 
Unsur korektif terhadap pelaku. undang-undang pidana KDRT 

mengatur cara lain   hukuman berasal di kitab undang-undang hukum pidana 
yang hanya mengatur pidana penjara dan hukuman, yakni berupa kerja sosial 
dan   program hegemoni yg diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini 
dimaksudkan agar pelaku tidak pulang melakukan tindak kekerasan 
tersebut.28 

Keadilan ini berfungsi mencegah pelaku kejahatan melakukan 
tindakan pidana berulang di lalu hari. Selanjutnya, keadilan restoratif 
penekanan pada pemulihan korban asal tindak kejahatan, Melalui paradigma 
modern ini, KUHP tidak hanya fokus mengoreksi perilaku kejahatan, namun 

 
27 Anwar, R. (2023). Pengampunan Hakim (Judicial Pardon): Sebuah Konseptual Menuju 

Keadilan Substansial. Islamitsch Familierecht Journal, 4(1), 20-35. Hlm. 31-32, 
https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3533 

28 Hanafi, Sri Herlina, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, Vol. l 08 No. 1 Maret, 2023, hlm. 56. 



Islamitsch Familierecht Journal – ISSN 2747-1934 (e) Vol. 5, 
No. 1, Juli 2024, pp. 51-67 

 

62 
 

pula melihat pemenuhan hak-hak korban kejahatan guna mendukung 
pemulihannya. 

2) Asas Rehabilitatif 
Asas ini berafiliasi dengan upaya buat memperbaiki kedua belah pihak 

yang tentunya berkaitan erat juga dengan keadilan restoratif berkaitan 
dengan pengembalian atau pemulihan keadilan. Elemen rehabilitatif pada 
KUHP mencerminkan asas tersendiri karena tidak hanya mengedepankan 
penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan, namun jua mengedepankan 
upaya perbaikan pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

U lpaya te lrse lbult pe lnting sulpaya pe llakul ke ljahatan bisa pullang 
me llaksanakan fulngsi sosial yang positif dan konstrulktif pada rangka 
me lnge lmbalikannya bulat me lnjadi warga nelgara yg baik se lrta be lrgulna,29 
alte lrnatif yang bisa digulnakan si iste lri apabila te lrjadi KDRT adalah se lbagai 
be lrikult: 

a) Belrcelrita ke lpada orang yang di pe lrcaya. 
Melnce lritakan kondisi famili pada orang lain, ke lrabat de lkat, 

sahabat, ataul te ltangga yg biasa dipe lrcaya di saat e lksklulsif ini bulkan 
me lmbulka aib. te ltapi iste lri yang me lngalami ke lke lrasan se lmpulrna 
me lngalami te lkanan, bahkan mulngkin delpre lsi dari culrhat di orang 
yang dianggap se lcara psikologis bisa me lringankan be lban. 

b) Te lrima masulkan ke llularga. 
Cara ini be lrarti melmbulka ke lse lmpatan pada orang yang anda 

pe lrcaya bulat ikult me lncicipi, me lmahami se lkaliguls inte lrvelnsi. 
adalah, jka ole lh sahabat me lmbe lrikan saran julga cara lain, bulkalah 
mata hati relnulngkan saran dan nasihatnya. Ambil se lgi positifnya. 

c) Buljulklah sulami ulntulk konsulltasi. 
Sulami yang me llakulkan ke lke lrasan dalam rulmah tangga te lrtelntul 

pe lrlul diwaspadai. Se lcara baik-baik mintalah sulami konsulltasi 
me lnggulnakan ahli ulntulk konsulltasi.  

d) Melngambil Ke lpultulsan bijak 
Jika sulami makin ke lrap me llakulkan KDRT selge lra ambil 

ke lpultulsan bulat ke lbaikan istri se lrta anak. 
3) Asas Restorative 

Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan 
masyarakat. Dalam konsep ini, keduanya korban dan pelaku didesak untuk 
saling mengoreksi dan menawarkan atas tindakan mereka dengan harapan 
adanya permintaan maaf antara kedua belah pihak30, Dialog korban-pelaku 
adalah metode yang sangat lazim digunakan masyarakat untuk 
menyelesaikan perkara dilingkungannya. 

 
29 KUHP, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia  
30 Anwar, R. “The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law” 

Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 
2023, 21st October 2023, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia, hlm. 3, 
http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525. 

https://eudl.eu/proceedings/ICTA%20II-MIL/2023
https://eudl.eu/proceedings/ICTA%20II-MIL/2023
http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525
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Upaya pelmullihan telrhadap korban tindak kelke lrasan pada rulmah 
tangga pada mullai asal kontrol sosial yang baik. ke llularga dan rakyat pada hal 
ini tak me lmbe lrikan pandangan jelle lk te lrhadap korban akibat kelke lrasan dalam 
rulmah tangga yg bisa me lnghipnotis syarat psikis korban kare lna me lmpe lrole lh 
pe lrkiraan-pe lrkiraan nelgatif asal lingkulngan se lkitarnya. pada hal ini korban 
tindak ke lke lrasan pe lrlul me lndapatkan pe lnanganan mellaluli pe llayanan dan 
pe lndampingan de lngan be lnar ulntulk pe lmullihan syarat ke lse lhatan fisik, me lntal 
julga psikis korban. 

Dalam U lndang–ulndang tindak pidana KDRT dalam pasal 10 yang isinya 
hak bagi korban me llipulti: 

a. Pe lmbe llaan be lrasal pihak famili, ke lpolisian, ke ljaksaan, 
pe lngadilan, advokat, forulm sosial, ataul pihak lainnya baik 
se lme lntara maulpuln be lrdasarkan pe lne ltapan pelrintah protelksi 
be lrasal pe lngadilan. 

b. Anulge lrah layanan ke lse lhatan ulntulk korban tindak kelke lrasan 
me llaluli pe lnanganan me ldis. Korban tindak ke lke lrasan be lrhak akan 
hal ini. 

c. Korban tindak kelke lrasan julga me lmiliki hak bulat me lndapatkan 
pe lndampingan dan pelnanganan se lcara khulsuls be lrkaitan 
me lnggulnakan ke lrahasiaan korban.31  

d. Korban KDRT melndapatkan pelndampingan se lcara rohani. 
Tuljulannya be lrasal hadiah bimbingan rohani sulpaya korban 
me lndapatkan pelnje llasan se lrta arahan telrhadap hak dan 
ke lwajiban  

e. Pe llayanan yang wajib didapatkan korban tindak ke lke lrasan 
me lrulpakan pe llayanan re lsosialisasi. Re lsosialisasi me lrulpakan 
se lbulah pe llayanan yang dibe lrikan forulm instansi sosial de lngan 
me lmbe lrikan masulkan ke lpada korban tindak kelke lrasan delngan 
tuljulan agar korban dapat kelmbali me llaksanakan fulngsi sosialnya 
pada ke lhidulpan warga. 

 

 

 

  

 
31 Ayu Setyaningrum, and Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dari Perempuan. 
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KESIMPULAN 

Melnulrult Pasal 1 Ayat 2 Ulndang-U lndang Pe lrkawinan yang dimaksuld de lngan 

pe lrkawinan adalah: “Pe lrsatulan rohani dan jasmani antara se lorang laki-laki dan 

se lorang pe lrelmpulan se lbagai sulami istri delngan tuljulan me lmbe lntulk sulatul ke llularga, 

ke llularga yang bahagia dan ke lkal. Ke lpe lrcayaan kelpada Tulhan Yang Maha E lsa. 

Hak ke lwajiban me lrulpakan hulbulngan timbal balik antara sulami de lngan 

istrinya. Me lnge lnai hak dan ke lwajiban sulami istri diatulr dalam Pasal 30-34 U lndang-

U lndang Pelrkawinan dan julga diatulr dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hulkulm Islam 

(KHI).  

Kelke lrasan dalam rulmah tangga (KDRT) me lrulpakan hal yang se lring te lrjadi 

dalam ke lhidulpan sosial yang mana ke lke lrasan ini be lrsifat ulnive lrsal kare lna dapat 

telrjadi dalam se lbulah rulmah tangga tanpa pe lmbe ldaan buldaya, agama, sulkul bangsa, 

dan ulmulr pellakul maulpuln korbannya. Karelna itul, ia dapat telrjadi dalam rulmah 

tangga ke llularga se lde lrhana,miskin dan te lrbellakang maulpuln rulmah tangga ke llularga 

kaya, te lrdidik, te lrke lnal,dan te lrpandang. Artinya disini ke lke lrasan mulncull 

diakibatkan dari pribadi individul masing-masing tanpa be lrpikir se lhat dan tingkat 

e lgoisme l yang tinggi, ulndang-ulndang pidana KDRT me lngatulr cara lain   hulkulman 

be lrasal di kitab ulndang-ulndang hulkulm pidana yang tidak hanya me lngatulr pidana 

pe lnjara dan   hulkulman, yakni bisa be lrulpa ke lrja sosial dan   program pemulihan 

keadilan yg dibe lrlakulkan te lrhadap seseorang yang sudah melakukan perbuatan 

jahat l. Hal ini dimaksuldkan agar pe llakul tidak me llakulkan yang tercela telrse lbult. 
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